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Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 10-08-12/PHPU-DPR-
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Keadilan
Sejahtera) untuk Perolehan Suara DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa
Barat VII

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini, kuasa hukum dari:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : JL. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350, telp. (021) 3929801
NIK : 3174051607510006
2. Nama : Johnny G. Plate
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Aflamat Kantor : J1. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia, Menteng
Jakarta Pusat 10350, telp. (021) 3929801
- NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem,
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 20109.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20/DPP BAHU/MK/VII/2019 memberi
kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M Nasrullah, S.H.

Hermawi Taslim., S.H. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
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Dedy Ramanta., S.H Michael R. Dotulong., S.H., M.H
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H. Eric Branado Sihombing., S.H.
Rahmat Taufit, S.H Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H. Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Heriyanto Citra Buana., S.H. Pangeran., S.I.Kom., S.H.



M. Hafidh Rahmawan., S.H. Ucok Edison Marpaung., S.H
Reza Mohammad Noord., S.H., M.H

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada
Kantor Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 3929801, No. HP/WA: 081380821818,
Email: bahupartainasdem@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:
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Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor
10-08-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon
(Partai Keadilan Sejahtera), untuk Perolehan Suara DPR RI Daerah Pemilihan
(Dapil) Jawa Barat Dapil VII, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
PETITUM PERMOHONAN MENGANDUNG KESALAHAN FATAL.

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah memuat Petitum yang
mengandung kesalahan fatal.

2. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
(Bukti PT-1) perolehan suara untuk Jawa Barat VII telah ditetapkan
sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Dapil Jawa Barat VII

PARPOL Perolehan Suara
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 234.496
PARTAI GERINDRA 588.135
PDI PERJUANGAN 413.842
PARTAI GOLKAR 523.248
PARTAI NASDEM 147.717
PARTAI GARUDA 15.117
PARTAI BERKARYA 70.996
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 440.318
PARTAI PERINDO 115.576
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 86.496
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 38.106
PARTAI AMANAT NASIONAL 172.469




PARTAI HANURA 36.176

PARTAI DEMOKRAT 259.139
PARTAI BULAN BINTANG 35.775
PKPI 4.835

3. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang ditetapkan tersebut, perolehan
suara Partai NasDem dan PKS adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perolehan Suara Partai NasDem dan PKS di Dapil Jawa Barat VII

No Urut Partai Perolehan Suara
S Partai NasDem 147.717
8 PKS 440.318

4. Namun, dalam Permohonan Pemohon yang telah final dan diregistrasi
Kepaniteraan Mahkamah, Pemohon menyampaikan Petitum dengan
meminta agar Mahkamah memutus perolehan suara Pemohon menjadi
9.403 suara dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi 1.423 suara
sebagaimana dalam Point 3 Petitum Permohonan sebagai berikut:

“ 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Dapil Jawa Barat VII
sebagai berikut:

No PARPOL PEROLEHAN SUARA
1. PKS 9.403
NASDEM 1.423

5. Bahwa Petitum tersebut mengandung kesalahan fundamental dan fatal
karena Petitum Pemohon tidak masuk akal jika dibandingkan dengan
Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait yang telah ditetapkan
Termohon, sebagaimana persandingan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Persandingan Perolehan Suara yang Ditetapkan Termohon
dengan Perolehan Suara yang dimintakan Pemohon dalam Petitum

Permohonan
No Partai Perolehan Suara Selisih
Urut Yang ditetapkan | Petitum
Termohon Pemohon
1. PARTAI KEBANGKITAN
4.4 4
BANGSA 234.496 234.496 0
2 PARTAI GERINDRA 588.135 588.135 o
3. PDI PERJUANGAN 413.842 413.842 0




+ PARTAI GOLKAR 523.248 523.248 o
5. PARTAI NASDEM 147.717 1.423 | 146.294
6. PARTAI GARUDA 15.117 15.117 0
7. PARTAI BERKARYA 70.996 70.996 0
8. PARTAI KEADILAN
440.31
SEJAHTERA S 9.403 | 430.915
9. PARTAI PERINDO 115.576 115.576 0
10. PARTAI PERSATUAN 0
PEMBANGUNAN 86.496 86.496
11. PARTAI SOLIDARITAS 0
.1 ;
INDONESIA 38.106 38.106
12, PARTAI AMANAT 172 460 179.469 0
NASIONAL ' ’
13. PARTAI HANURA 36.176 36.176 0
14. PARTAI DEMOKRAT 259.139 259.139 0
19. PARTAI BULAN 0
BINTANG 35.775 35.775
20. PKPI 4.835 4.835 0
Total Suara Sah 3.182.441 | 2.604.782 | 577.209

6. Bahwa apabila Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan dengan
menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana
yang dimintakan Pemohon dalam Petitumnya, maka terdapat 577.209
suara sah yang hilang. Sementara, dalam positanya, Pemohon tidak
menjelaskan ke mana 577.209 suara sah yang hilang tersebut.

7. Karena terdapat kesalahan fatal pada Petitum Permohonan yang bersifat
fundamental maka sudah selayaknya Mahkamah menyatakan
Permohonan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA
TERDAPAT INKONSISTENSI DALIL PERMOHONAN DAN
KETIDAKSESUAIAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM

8. Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada poin 4.1 terjadi Inkonsistensi
dalil terhadap perolehan suara Partai NasDem (Pihak Terkait). Hal ini
terlihat jelas Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan
suara Partai NasDem (Pihak Terkait) berdasarkan antara DAA1-DPR
(tabel 1) sebanyak 7.525 suara, kemudian pada DAA1-DPR (tabel 3)
halaman 12 permohonannya, pemohon menyatakan jumlah perolehan
suara Pihak Terkait berdasarkan DAA1-DPR sebanyak 5.510. lebih tidak
jelas lagi pada tabel 2 (halaman 8 permohonan), Pemohon menyatakan
berdasarkan DA1-DPR, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 7.419
suara. Hal ini menunjukkan dan nampak jelas terjadinya inkonsistensi
permohonan pemohon. Pemohon terkesan sengaja mengaburkan pokok
persoalan.



9. Bahwa dikarenakan inkonsistensi dan tidak jelas, tidak nyambungnya

antara posita dan Petitum Permohonan Pemohon, maka sudah patut dan
layak, Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon mengada-ada tahu
tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga Permohonan dari Pemohon
untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jawa Barat VII tidak dapat
diterima (Niet on Vankelijk verklaard).

C. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara
untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Barat VII, menurut Pihak
Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA BARAT VII.

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

Partai Perolehan Suara Selisih
Yang ditetapkan
Termohon Pemohon
(Form DC1-DPR)
(Bukti PT-2)
PARTAI KEBANGKITAN
234.496 234.496
BANGSA ?
PARTAI GERINDRA 588.135 588.135
PDI PERJUANGAN 413.842 413.842
PARTAI GOLKAR 523.248 523.248
PARTAI NASDEM 147.717 1.423 146.294
PARTAI GARUDA 15.117 15.117 0
PARTAI BERKARYA 70.996 70.996 0
PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA 440.318 9.403 | 430.915
PARTAI PERINDO 115.576 115.576 0
PARTAI PERSATUAN - 86.496 0
PEMBANGUNAN
PARTAI SOLIDARITAS — 38 106 0
INDONESIA
PARTAI AMANAT 0
4 172.469
NASIONAL Lesee
PARTAI HANURA 36.176 36.176 0




PARTAI DEMOKRAT 259.139 259.139 0
PARTAI BULAN 0
35.775
BINTANG SBETS
PKPI 4.835 4.835 0
Total Suara Sah 3.182.441 2.604.782 577.209

. Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil
Permohonan Pemohon dalam Permohonannya untuk Pemilihan Anggota
DPR RI Dapil Jawa Barat VII.

. Bahwa Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam eksepsi yang
telah Pihak Terkait utarakan sebelumnya dan secara mutatis mutandis
menjadi bagian dalam Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara.

. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 4 Persandingan Perolehan
Suara Menurut Pihak Terkait dan Pemohon di atas, perolehan suara
menurut Pihak Terkait adalah sama dengan perolehan suara yang
ditetapkan Termohon sebagaimana Keputusan KPU No 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V /2019 beserta lampiran Formulir Model DD1 untuk Dapil
Jawa Barat VII.

. Bahwa Pemohon dalam Petitumnya meminta agar Mahkamah
menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

“ 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk
pengisian keanggotaan DPR RI/Kursi DPR RI di Dapil Jawa Barat VII
sebagai berikut:

No PARPOL PEROLEHAN SUARA
1, PKS 9.403
NASDEM 1.423

. Petitum Permohonan Pemohon tersebut mengakibatkan hilangnya suara
sah sebesar 577.209 suara sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4 di atas.

. Berdasarkan hal tersebut, Pihak Terkait meminta (men-someer) Pemohon
untuk membuktikan kemana suara sah yang hilang menurut Petitum
Permohonan tersebut. Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan maka
dalil Permohonan Pemohon beserta Petitum yang dimintakan menjadi
tidak terbukti dan selayaknya Permohonan Pemohon harus ditolak.

. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon juga telah mengurangkan
perolehan suara Pemohon dari 440.318 suara menjadi 9.403 suara.
Dengan demikian merupakan pengakuan dari Pemohon sendiri bahwa
perolehan suara Pemohon yang benar adalah 9.403 suara dan bukannya
440.318 suara. Pengakuan dalam petitum seperti ini merupakan




16,

pengakuan yang absolut karena Pemohon meminta Mahkamah untuk
menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa sementara itu, Pihak Terkait menolak petitum Pemohon yang
menyatakan perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait sebesar
1.423 suara karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Yang
benar adalah perolehan suara Pemohon sebesar 440.318 sebagaimana
yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh sebab itu dengan konstruksi
Petitum permohonan seperti itu, maka Pemohon juga harus mampu
membuktikan selisih suara Pihak Terkait sebesar 146.294 sebagaimana
dimaksud dalam Petitum Permohonan. Jika Pemohon tidak mampu
membuktikan selisih sebesar 146.294 suara tersebut maka Permohonan
menjadi tidak terbukti dan Permohonan Pemohon sebagaimana dalam
Petitum Permohonan selayaknya ditolak.

. Bahwa selain Petitum Permohonan sebagaimana diuraikan di atas,

Pemohon dalam Positanya juga mempermasalahkan perbedaan suara
Pemohon dan Pihak Terkait di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi, meskipun tidak disebutkan dalam Petitum
Permohonan.

Terhadap dalil Pemohon di Kelurahan Jatimulya yang tidak disebutkan
pada Petitum, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:

a. Pemohon mendalilkan dalam posita adanya perbedaan saura yakni
antara Formulir C1-DPR dengan Formulir DAA-1 DPR dan antara
Formulir Cl- DPR dengan Formulir DA1-DPR. Pihak Terkait
membantahnya dan menyatakan dalil tersebut tidak benar serta
mengada-ada.

b. Bahwa berdasarkan DAA-1 DPR dan DA1-DPR Kelurahan Jatimulya,
Kecamatan Tambun Selatan, perolehan suara Pemohon dan Pihak
terkait adalah sebagai berikut:

Tabel 5 PERSANDINGAN DAA1-DPR (Bukti PT-3) dengan DA1-
DPR (Bukti PT-4)

DPR RI JAWA BARAT VII
DAERAH PKS | NASDEM
DAl 10016 7419
KELURAHAN
JATIMULYA | DAA1 10016 7419
SELISIH 0 0

c. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada C1-DPR yakni sebanyak
7.411 Suara dan di DAA1-DPR (vide Bukti PT-4) sebanyak 7.419, ada
penambahan 8 suara di TPS 168 (Bukti PT-5); TPS 186 (Bukti PT-6)
dan TPS 233 (Bukti PT-7). Perbedaan Perolehan suara tersebut
sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 6 Perbandingan Perolehan Suara Partai NasDem Yang
Berbeda antara C1-DPR Dengan DAA1-DPR Di 3 TPS



Perolehan Suara Partai NasDem Berdasarkan Hasil
Persandingan antara C1-DPR dengan DAA-1 DPR (3 TPS)
TPS Versi Versi Selisih
C1-DPR DAA1-
DPR
168 38 36 -2
186 16 8 +8
233 6 8 -2
Total PerbedaanPerolehan Suara Pihak 8 Suara
Terkait di 3 TPS yang berbeda C1-DPR
dengan DAA1-DPR di Kel. Jatimulya

Bahwa perbedaan perolehan suara Pihak terkait di 3 TPS tersebut
sudah diperbaiki oleh KPU dengan cara menyandingkan C1-DPR
dengan C1 Plano, sehingga perolehan yang disepakati adalah hasil C1
Plano DPR, yang kemudian dituangkan dalam Formulr DAA-1 DPR.

. Bahwa jumlah perolehan suara yang tertuang dalam DAA-1 DPR,
adalah hasil C1 DPR yang dicocokan dengan C1 Plano pada saat
rekapitulasi kelurahan.

Bahwa kemudian berdasarkan dan merujuk tabel 1 dan tabel 2 pada
halaman 8 Permohonan Pemohon, terlihat perbedaan/pengurangan
perolehan suara Pihak Terkait, yakni yang tadinya dalam DAA-1 DPR
(tabel 1) perolehan suara Pihak terkait sebanyak 7525 suara menjadi
7419 suara dalam DA-1 DPR (tabel 2), sehingga Perolehan Suara
Pihak Terkait berkurang sebanyak 106 suara. Hal ini adalah dalil
yang terkesan asal-asalan dan mengada-ada, karena pada
kenyataannya Perolehan Suara Pihak Terkait berdasarkan DAA1-DPR
dengan DA1-DPR adalah SAMA.

Bahwa Pihak Terkait perlu menerangkan fakta-fakta yang terjadi pada
saat Proses Rekapitulasi Kelurahan Jatimulya sebagai berikut:

1) Bahwa ada 233 TPS Di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan Kab. Bekasi.

2) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU RI No. 3 Tahun 2019 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum,
jadwal rekapitulasi adalah sebagai berikut:

a) PPWP : 20-22 April 2019

b) DPR RI : 23-27 April 2019

c) DPD 1 28-29 April 2019

d) DPRD Provinsi : 30 April 2019 - 3 Mei 2019

e) DPRD Kabupaten: 05 Mei — 09 Mei 2019



3)

4)

6)

7)

8)

Bahwa lokasi rekapitulasi untuk kelurahan Jatimulya,
dilaksanakan di GOR Tambun Selatan.

Rapat Pleno Terbuka untuk rekapitulasi hasil perolehan suara
Pemilu DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat jam 14.00 - 15.30
WIB. Pasca penetapan hasil rekapitulasi tersebut, secara
mendadak dan sangat mengejurkan semua peserta rapat tiba-tiba
masuk sekelompok orang yang berteriak-teriak agar dilakukan
pembukaan kotak, karena menurut mereka ada dugaan atau
indikasi penggelembungan suara.

Setelah dijelaskan oleh PPK Tambun Selatan, suasana rapat yang
gaduh tersebut kembali normal terkendali sehingga suasana
menjadi kondusif dan dilanjutkan dengan Rapat Pleno Terbuka
Pemilu DPD RI. Rapat pleno tersebut berlangsung lancar sampai
dengan jam 17.00 WIB.

Pada Jumat tanggal 10 Mei 2019 jam 21.00 WIB, rapat pleno
tersebut kembali dibuka, tetapi suasana langsung gaduh, karena
ada desakan untuk buka kotak suara Pemilu DPR RI seluruh
desa/kelurahan dalam wilayah Tambun Selatan. Kegaduhan
tersebut bersifat emosional belaka yang diekspresikan oleh saksi
bermandatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kec.
Tambun Selatan dan tidak berdasarkan pada pengajuan
perbedaan hasil perolehan suara yang tertera pada Formulir C-1
DPR-RI.

Selanjutnya pada malam tanggal yang sama sebagaimana tertera
pada angka 6 tersebut, suasana rapat yang menegangkan
berlanjut hingga pukul 24.00 WIB. Berkat proses mediasi dan
supervisi yang dilakukan oleh komisioner KPU Kab. Bekasi,
akhirnya disepakati adanya pembukaan seluruh kotak suara
Pemilu DPR RI untuk dua desa yaitu Desa Mangunjaya dan Desa
Sumberjaya, seperti yang diinginkan oleh Ketua DPC PDI
Perjuangan yang langsung hadir dalam rapat pleno tersebut.
Kejadian ini dihadiri oleh para saksi bermandatkan partai politik,
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwacam) Tambun
Selatan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Bekasi, dan
pihak kepolisian.

Realisasi kesepakatan tengah malam tersebut, pada tahap awal,
pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI dilakukan hanya untuk 5
(lima) buah kotak suara (TPS) saja sebagai cuplikan atau sampling
awal. Pelaksanaan pembukaan kotak suara tersebut didukungan
oleh petugas dari KPU Kab. Bekasi. Peristiwa ini berlangsung
hingga pukul 03.00 WIB dini hari (Sabtu, 11 Mei 2019) dan
diakhiri dengan penutupan sementara rapat pleno, karena sudah
pagi hari.



9) Pada hari Sabtu, 11 Mei 20109, kelanjutan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi dimulai pada pukul 14.30 WIB dengan agenda
pembukaan kotak suara Pemilu DPR RI untuk Desa Mangunjaya
sebanyak 197 TPS yang dibagi menjadi 10 panel (kelompok kerja).
Proses kegiatan tersebut berlangsung hingga Pukul 24.00 WIB.
Berdasarkan hasil kegiatan pembukaan kotak suara untuk Desa
Mangunjaya  tersebut ternyata tidak  terbukti adanya
penggelembungan suara. Selama proses kegiatan tersebut para
saksi bermandatkan partai politik, Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan (Panwacam) Tambun Selatan, Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kab. Bekasi, dan pihak kepolisian menghadiri dan
menyaksikannya secara terbuka.

10) Selanjutnya pada waktu dini hari Minggu, 12 Mei 2019 pukul
00.30 WIB kembali terjadi ketegangan, dikarenakan saksi partai
bermandat (PDI Perjuangan) meminta proses pembukaan kotak
suara Pemilu DPR RI untuk desa Sumberjaya dituntaskan
seluruhnya sebanyak 216 TPS, sedangkan para petugas dalam
kondisi fisik yang sangat lelah dan mengantuk berat. Pada
akhirnya sesuai saran Bawaslu Kab. Bekasi, proses pembukaan
kotak suara tersebut dibatasi sampai Minggu, 12 Mei 2019 pukul
03.00 WIB dini hari.

11)Pada pagi hari Minggu tersebut, PPK Tambun Selatan berrencana
melanjutkan proses rapat pleno rekapitulasi tersebut, tetapi pada
akhirnya diputuskan untuk ditunda sampai pukul 09:00 WIB,
dikarenakan belum tersedianya data hasil penghitungan ulang
perolehan suara peserta Pemilu DPR RI untuk Desa Sumberjaya.

12)Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara PPK Tambun Selatan
dilanjutkan dengan pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan
Suara Pemilu DPRD Provinsi pada Minggu 12 Mei 2019 pada
pukul 11.00 WIB dengan cara membacakan perolehan suara di
setiap desa/keluran dan kemudian dilanjutkan dengan
pembacaan perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bekasi
pada pukul 15.00 WIB.

13) Selama proses rapat pleno terbuka tersebut bermunculan protes
atau interupsi dari saksi bermandatkan Partai PPP dan pada saat
yang bersamaan juga saksi bermandatkan Partai PKS juga
meminta sanding data hasil Pemilu DPR RI Kelurahan Jatimulya
agar segera dilakukan, Pada akhirnya, dikarenakan suasana rapat
pleno terbuka di GOR Tambun Selatan semakin tidak kondusif
akibat adanya massa pendukung Partai PPP Tambun Selatan yang
mulai berkumpul sambil berteriak lantang di luar GOR tersebut.

l14)Mencermati perkembangan situasi rapat yang semakin tidak
kondusif, akhirnya pihak aparat keamanan (kepolisian) bersiap
siaga dengan skenario evakuasi Ketua dan Anggota PPK dan
Panwaslucam Tambun Selatan. Proses evakuasi tersebut terjadi
pada sekitar pukul 16.30 WIB (Minggu, 12 Mei 2019) pasca Ketua
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PPK Tambun Selatan menyelesaikan pembacaan rekapitulasi hasil
perolehan suara Pemilu DPRD Kabupaten dengan cara menutup
rapat. Pasca penutupan rapat pleno terbuka tersebut, secara
dramatis suasana di dalam dan di luar forum rapat pleno seketika
menjadi sangat tidak kondusif yang pada akhirnya Ketua dan
Anggota PPK dan Panwascam Tambun Selatan dievakuasi dengan
kendaaran keamanan kepolisian Barakuda yang selanjutnya
dibawa ke kantor KPU Kab. Bekasi.

15)Bahwa meskipun setelah penutupan rapat pleno terjadi suasana
tidak konsdusif namun rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu
untuk semua tingkatan di Kecamatan Tambun Selatan telah
selesai.

11.Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka
Permohoan Pemohon tidak terbukti secara sah, karena perbedaan
perolehan suara antara C1-DPR dengan DAA-1 DPR sudah dilakukan
perbaikan berdasarkan C1 Plano pada saat rekapitulasi tingkat
kelurahan.

12.Bahwa selain itu juga setelah dibandingkan C1- DPR KPU dan Panwas
serta peserta pemilu lainnya, hanya C1-DPR milik Pemohon yag berbeda,
dan kemudian setelah disandingkan dengan dengan C1 Plano, pada
kenyataannya C1-DPR milik Pemohon pun sama dengan C1-Plano.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan layaklah
Mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan.

D. PETITUM
Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI
- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987 /PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V /2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Mei
2019. Sepanjang terkait Pengisian Kursi Anggota DPR dari Daerah
Pemilihan Jawa Barat VII.

3. Menetapkan perolehan suara partai peserta pemilu 2019 yang benar
untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari Propinsi Jawa Barat Daerah
Pemilihan Jawa Barat VII yang benar adalah sebagai berikut:

Perolehan

PARPOL
Suara
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PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 234.496
PARTAI GERINDRA 588.135
PDI PERJUANGAN 413.842
PARTAI GOLKAR 523.248
PARTAI NASDEM 147.717
PARTAI GARUDA 15317
PARTAI BERKARYA 70.996
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 440.318
PARTAI PERINDO 115.576
PEMBANGUNAN 86.496
PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA 38.106
PARTAI AMANAT NASIONAL 172.469
PARTAI HANURA 36.176
PARTAI DEMOKRAT 259.139
PARTAI BULAN BINTANG 35.775
PEP] 4.835

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum PihaW

Taufik Basari, $.H., S.Hum., LL.M

Andana Marpaung, S.H.,

Ahas Weros Manal

Regginaldo Sultan, S.H., M.M.

Rahmat Taufit, S.H




